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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA PALEMBANG TAHUN 2008-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kota
Palembang dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Palembang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provins Sumatera
Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka M enengah Nasiond ;

bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Rencana
Pembangunan Jangka M enengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kota Palembang Tahun 2008-2013.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Amandemen
keempat;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I1
dan Kota prgja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 17 );

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Rl Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4725);
Peraturan Pemerintah  Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor
205, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4027);
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluas Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Rl Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada  Pemerintah, Laporan K eterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluas Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 48);

Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Provins Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provins Sumatera Selatan
Tahun 2005-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006
Nomor 14);

Peraturan Daerah Provins Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinss Sumatera Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);

Peraturan Daerah Provins Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 1999-2009 (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2000 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 6);
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30. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan Organisas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10);

31. Peraturan Daerah Kota Paembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 5).

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2008-2013

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang.

4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2008-2013
yang selanjutnya disebut RPIM adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Dagrah yang memuat penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota
Palembang periode Tahun 2008-2013.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang sel anjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk kurun
waktu 1 (satu) tahun.

7. Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
RenstraSKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

8. Vis adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

9. Mis adalah rumusan umum mengena upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

BAB ||
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) RPIM dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan di dalam mewujudkan
visi dan misi pembangunan Daerah Tahun 2008-2013.

(2) RPIM bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dalam menyusun Renstra-SKPD dan menjadi acuan bagi stakeholder
(Pemerintah, swasta dan masyarakat) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan
pembangunan Daerah.

(3) RPIM dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.



BAB 111

SISTEMATIKA
Pasal 3

RPJM disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

BAB Il : Kondis Umum K ota Palembang.

BAB Il : Gambaran Pengel olaan Keuangan Daerah dan Kerangka
Pendanaan.

BAB IV - Andlisa lsu-lsu Strategis.

BABV : Vigl, Misi, Tujuan dan Sasaran.

BAB VI : Strategi dan Kebijakan Umum.

BAB VII : Program Pembangunan K ota Palembang dan Indikasi Rencana
Program Prioritas.

BAB VIII - Indikator Kinerja Daerah.

BAB IX : Pedoman Transisi dan Kaidah Pel aksanaan.

BAB X - Penutup.

Pasal 4

Vis dan Mis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut :

a. Vis : "Palembang Kota Internasional, Sejahtera dan Berbudaya 2013”
b. Misi terdiri dari :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermoral,
berbudaya serta beriman dan bertagwa kepada Tuhan Y ang Masa Esa.
Meningkatkan  kesgahteraan dan peranserta masyarakat  dalam
pembangunan.

Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan sesual rencanatata ruang yang
berkelanjutan.

Meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan jegaring
kerjaantar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri.

Melanjutkan reformasi birokrasi baik secara kultural maupun struktural
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat secara adil dan merata serta
mendorong terlaksananya penegakan hukum.

Melestarikan sumber daya aam, lingkungan hidup, warisan sgjarah dan
budaya.

Pasal 5

Sistematika RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah

ini.

RPIM

Pasal 6

setigp tahun dijabarkan oleh Pemerintah Kota ke daam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan yang memuat program,
kegiatan dan rencana anggaran.

Pasal 7

RPIM dijabarkan oleh setigp Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke dalam
Renstra-SKPD sebagal dokumen perencanaan limatahunan SKPD.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Iebih lanjut oleh Walikota.
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sgjak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
padatanggal 29 Me 2009

WALIKOTA PALEMBANG,

Cap/dto

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di palembang

padatanggal 29-5-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Cap/dto

DRS.H.Marwan Hasmen,M. Sl
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 6






